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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUN G,

b,

bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas
dan efisiensi Organisasi Dinas Daerah sebagai
unsur Pelaksana penyelenggaraan otonomi
daerah yang luas, nyata dan bertanggung
jawab dengan prinsip demokrasi, peran serta
masyarakat, pemerataan dan keadilan serta
memperhatikan potensi daerah;

bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001
tentang Pembentukan Susunan Organisasi
Dinas Daerah Kabupaten
Sawahlunto/Sijunjung kususnya yang berkaitan
dengan kewenangan peternakan dan perikanan
tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga
perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan
Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung



Mengingat
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Undang-undang . Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintzhan Daerah (lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999
_tentang - Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah- Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang  Kewenangan  Pemerintah  dan
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54
Tambahan Lembaran Lembaran Negara
Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165};
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999
tentang Tekhmis Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan  Rancangan Keputusan

.Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 70 ),

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001
tentang Pembentukan Susunan Organisasi
Dinas . Daerah Kabupaten
Sawahlunto/Sijunjung ( Lembaran Daerah
Tahun 2001 Nomer 5 ).

dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SITUNJUNG

MEMUTUSKAN



Menetapkan - PERATURAN DA ERAH KABUPATEN

SAWAHLUNTO/SITUNJ UNG TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DINAS
PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SAWAH LUNTO/SITUNJUNG

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah inj yang dimaksud dengan -

a
b.

=3

Daerah adalah Kabupaten Sawah!unmeijunjung;

Pemerintah - Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
SawahiuntofSijunjung;- s : - T :
Bupati adalah Bupati Sawahlunmefjunjung; .

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sawahlunto/Sijunjung;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sawahlunto/ Sijunjung; : -
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat - Daerah Kabupaten
Sawahlunto/ Sijunj ung;

Sekretaris  Daerah = adalah Sekretaris  Daerah Kabupaten
Sawahlunto/ Sijunjung;

Dinas  Daerah  adalah Dinas  Daerah Kabupaten
Sawahlunto/Sijunjung;

Cabang  Dinas  adalah Cabang  Dinas Kabupaten
Sawa]ﬂuntm’Sijunjung;

Unit Pelaksana Teknis adalzh Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. :

: BABII . 85 o
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah  inj dibentuk. Dinas Peternakan dan
Perikanan Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung serta ditetapkan Susunan
Organisasi dan Tata Kerjanya.



Pasal 3

Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Daerah di Bidang peternakan dan perikanan, dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan
kewenangan otonomi daerah di bidang peternakan dan perikanan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4,

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungs; :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan perikanan.

b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang
- . Peternakan dan Perikanan.

C. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang

Dinas di bidang Peternakan dan Perikanan.
d. - Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

BAB III
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari -
Kepala Dinas

Bagian Tata Usaha

Sub Dinas Produksi

Sub Dinas Bina Usaha dan Agribisnis

Sub Dinas Pengembangan dan-Perlindungan

Sub Dinas Penyuluhan

Cabang Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Kelompok Jabatan Fungsional

TRER M e o e
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(2) Bagian, Sub Dinas, Unit. Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok
JabaOtan. Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
berada di bawah dan bertanggung Jjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bagan susunan organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan
sebagaimana terlampir , merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini

‘Kepala Dinas.
Pasal 7 -

Kepala - Dinas- Peterniakan -dan Perkebunan mempunyai tugas
memimpin, -memberikan- petunjuk, membina, - membimbing dan
mengawasi unsur-unsur pembantu pelaksana -dan penunjang yang
berada dalam lingkungan Dinasnya.

iilagian Tata Usaha -
Pasal 8

(1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan
i - . umum. . ” s W ; : . :
(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dirias.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8,
Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana. -

b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

¢. - Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan - -

d. Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat
" -menyurat dan kearsipan.

Pasal 10

(1) Bagian Tata Usaha membawahkan -
a. Sub Bagian Perencanaan .
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
¢. Sub Bagian Keuangan



(2)

(1)
(2)

)

(1)
(2)
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Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan dan
merumuskan rencana serta program.

Sub Bagian Umum. dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan urusan surat menyurat, dan urusan rumah tangga
seria perlengkapan serta pelayanan administrasi kepagawaian,

Sub -Bagian - Keuangan mempunyai  tugas melaksanakan
pengelolaan administrasi keuangan, penyiapan bahan penyusunan
fencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, mengurus
pembukuan, melakukan perhitungan anggaran, verifikasi dan
perbendaharaan. - ;

Sub Dinas Produksi
Pasal 12

Sub Dinas Produksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan

“produksi di bidang peternakan dan perikanan,

Sub Dinas Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas, '

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12, Sub
Dinas Produksi mempunyai fungsi :

a.

b.

Menyelenggarakan - pembinaan - dan - pemberian  bimbingan
produksi bibit dan mutu ternak.

Menyelenggarakan pembinaan dan pemberian  bimbingan
produksi ikan. :

Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan penerapan paket
teknologi Peternakan dan Perikanan.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan pendayagunaan
alat dan mesin peternakan dan perikanan,



=
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Menyiapkan bahan- penyusunan pedoman dan petunjuk teknis,
melaksanakan bimbingan teknis reproduksi, pembibitan ternak,
pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan.

Menyiapkan bahan pembinaan, pedoman dan. petunjuk teknis,
melaksanakan inventarisasi, identifikasi, - pengembangan dan
pengendalian penangkapan ikan, pengendalian budi daya ikan air
tawar, pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan,

Pasal 14

Sub Dinas Produksi membawahkan -

a.  Seksi Produksi Peternakan.

b.  Seksi Produksi Perikanan. :

C.. Seksi Pengkajian dan Penerapan Teknologi i
Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1). Pasal inj masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas,

-P'asa‘l 15

Seksi Produksi Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melakukan pembinaan
dan bimbingan produksi ternak, pengawasan peredaran bibit,
penangkar bibit dan balai bibit, penyusunan rencana kebutuhan
bibit;

Seksi Produksi Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melakukan pembinaan
dan bimbingan produksi ikan, pengawasan peredaran dan
penggunaan benth dan balai  benih, penyusunan rencana
kebutuhan benih, pengendalian penangkapan ikan, pengendalian

. budi daya ikan air tawar, pemanfaatan sumber daya ikan dan

(3

lingkungan; _

Seksi Pengkajian dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas
menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk  teknis dan
melaksanakan bimbingan penerapan paket teknologi, anjuran
kepada petermak dan petani ikan serta melaksanakan pengujian
paket teknologi. ;
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- Sub Dinas Bina Usaha dan Agnh:sms
o Pasal 16 '

(1) Sub Dinas Bina Usaha dan - Agribisnis mempunyai tugas

‘melaksanakan pembinaan usaha  Peternakan dan Perikanan,

-(2) -Sub Dinas Bina Usaha dan Agribisnis dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksi}d' Pasal 16, Sub
Dinas Bina Usaha dan Agribisnis mempunyai fungsi .-

a.
b

C.

Menyiapkan bahan:‘penyusunan pedomidn dan petun]uk teknis
pembinaan usaha Peternakan dan Perikanan.

Melakukan usaha-usaha dan keg;latan-kegatan dal&m rangka
pembinaan usaha Peternakan dan Perikanan. -

Melaksanakan usaha dan pembmnan pemanfaatan sumber daya
manusia.

Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan perizinan usaha,
pemantauan sumber- daya, bimbingan pengelolaan -hasil dan

~ bimbingan pemasaran peternakan serta n‘terigmventansasl peluang

(1)

)

mvestam dan me.mbangun p{}ia kemﬁraan

Pasal 18

Sub Dinas Bina Usaha dan Agribisnis membawahkan :

4. Seksi Bina Usaha dan Agribisnis Peternakan,

b. ~ Seksi Bina Usaha dan Agribisnis Perikanan.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-
masing dipimpin oleh séorang Kepala' Seksi- yang berada di
bawah dan bertanggung jawah kepada Kepala Sub Dinas.

= Pnsa! 19

Seksi Bina Usaha dan Agnblsms -Peternakan’ mempunyai tugas
menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan pengelolaan
manajemen usaha peternakan meliputi pengelolaan investasi
usaha, perizinan keluar masuk ternak, informasi pemasaran ternak
ketenagakerjaan, perkreditan.
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(2) Seksi Bing Usaha dap Agribisnis Perikanan Mempunyai tygag

manajemen usahgy Pperikanan meliputi investas usaha, perizinan
keluar masuk ikan, informas; Pemasaran jkan, ketenagakﬂjaan,
Perkreditan . - R :

" (2) Sub Dinas Pengembang.an dan Per]indungan- dipimpin oleh
Seorang Kepaia Syp Dinas yang berady dj bawah dan bmanggung
Jjawab kepada'Kepala Dinas. S o

hewan serta pengembangan  dap penyebarap teknologi
Pengendalian penyakit terpadu,

€. Melaksanakap Penataan dan redistribusi - has;] Peternakan dan
perikanan.
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€. Seksi RedjﬂﬁbusidanPergulir _
2) Sﬂkf»i-ﬁﬂksi -Sgh‘agaimana_dimakwd ayat (1) Pasal inj masing-

masing dipimpin plep Seorang Kepala Seks; yang berada dj
bawah dan be!'tanggung Jawab kepada Kepala Sub Dipas.

) Sub Dinas Penyuluhan
- Pasal 24

(1) Sub Dinag Penyuluhan Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
.di bidang pelayanan informasi dan Penyuluhan peternajan dan

(2) Sub Dinas: Penyyjupan dipimpin oleh seorang. Kepala Sub Dings

" Yang berada dj bawah dan bertanggung Jawab . kepada Kepala
Dinas L L _

Pasa] 25 .

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Paga] 24, Sub
Dinas Penyuluhan mempunyai fungsi:



ub Dinag
i Pasal 27
(1) Seksi Tata Penyuluhan Tempunyai tyg,g Menyiapkan bahgy
Penyusunan Pedoman, Program Penyuly metoda

(2) Seksi Metoda g4ap Sarang Penyuluhan Mempunyai  tygaq
Menyusun rencang kebutuhan gap mendayagunakan tenaga
Penyuluh, melakukan iuventaﬁsasi, Identifikag; kemampuap dan
kelas kelompok tan;. koordinag;, Pemantauan day evaluasi”serta

menyiapkan bahap bimbingan kelembagaan petani, 'mengelola
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(2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
dan secara taktis operasional dikoordinir oleh Camat.--

- Pasal 29

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok
Dinas di satu atau beberapa wilayah Kecamatan,

Pasal 30

(1) Dinas Peternakan dan Perikanan memiliki Cabang Dmas di tiap-
tiap kecamatan.

(2) Susunan Organisasi, Tugas Pakok dan fungsi - Cabang Dinas
Peternakan dan Perikanan-ditetapkan dengan Keputusan Bupati

‘Pasal 31
Unit Pelaksana Teknis Dinas

(1) Unit Pelaksana Teknis .-Dinas adalah unsur pelaksana teknis
. operasional Dinas.

“(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dlmmpm oleh seorang Kepala yang
~ berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

P-'asal_ 32 '

" Dinas Petenakan dan Perikanan memiliki 2 (dua) Unit Pelaksana
Teknis Dinas (UPTD) yaitu UPTD Pagar Ternak Palangki dan Balai
" Benih Ikan (BBI).

Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi UPTD Pasar Ternak
Palangki ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

I{elumpok Jabatan Fungsional
' Pasal 33

(1) Kelompok Jabatan Fungsicﬁai dilingkungan Dinas mempunyai
tugas melakukan kegiatan teknis di bidang keahlian masing-
masing.

(2) Kelompok TJabatan Fungsmna] sebagalmana dimaksud ayat (1)
Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku
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ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Diras atau kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas
yang bersangkutan,

BAB IV
TATA KERJA

_Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas,

Ke

pala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Cabang Dinas, Unit

Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai
dengan tugas masing-masing.

(1)

(2)

(3)

(4)

BABV
URAIAN TUGAS, PENGANGKATAN DAN ESELONISASI

Pasal 35

Uraian tugas Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian,
Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas, Kepala
UPTD dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Kepumsa,u
Bupati.

Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas dan Kepala UPTD
serta Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Eselonisasi Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian,
Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas dan
Kepala UPTD serta Jabatan Fungsional mengacu kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi Pejabat yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan
eselonnya diberikan tunjangan Jabatan satu tingkat di bawah
eselon yang bersangkutan. -



BAB VI :
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku
lagi.

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Paraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Januan 2002
BUPATI SAWAHLUNTO/SIIUNJUNG
Dto

" DARIUS APAN
Diundangkan di Muaro Sijunjung : '
" pada tanggal 16 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH
Dto

Drs. HARZ] ZEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TAHUN 2002 NOMOR: 3






